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Dokter dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) adalah dua kata baru
yang berhubungan. Walaupun kenyataannya, secara historis profesi
dokter senantiasa terkait dengan masyarakat. Karena filosofis
pendidikannya berorientasi pengabdian kepada masyarakat.

Namun peran dokter dalam kancah LSM belum bergaung leas. Bidang
ini merupakan lapangan kerja/kreatifitas baru bagi dokter yang memiliki
jiwa  "volunter" ~mengembangkan profesinya. LSM memang
membutuhkan pribadi-pribadi yang andal dan mampu membuat
terobosan-terobosan baru berupa bottom up planning dalam program
keswadayaan masyarakat. Untuk dokter yang aktif di LSM, jiwa
keswadayaan merupakan syarat-utama.

Mengapa hal ini perlu diungkap? Ada tiga sebab. Pertama, Orientasi
pembangunan kesehatan tahun 2000 memerlukan kemandirian yang
tangguh dari masyarakat dalam mengantisipasi permasalahan
kesehatan yang terjadi. Karena, kita akan menghadapi transisi
demografi dan epidemiologis perkemban-gan penyakit yang semakin
kompleks. Kedua LSM akan menjadi lahan kerja baru bagi dokter dalam
program pemerataan kese-hatan di masyarakat. Terutama sejak
diberlakukannya dokter pegawai tidak tetap. Dimana dokter setelah
menjalani masa bakti dapat menentukan lapangan kerjanya sendiri.
Ketiga Keberadaan LSM sebagai agen pembangunan akan semakin
penting. Terutama dalam menunjang program pembangunan kesehatan
yang terkait dengan rakyat banyak.



Dokter dan Pembangunan

Dokter dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan
kesehatan, perannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Kesediaannya
untuk mengabdikan profesi bagi rakyat banyak sudah menunjukkan
hasilnya. Indikator keberhasilan tersebut diantaranya menurunnya
angka kematian bayi (70 permil /1985), menunjuk-kan telah berhasilnya
strategi kebijakan pemerintah.

Sedangkan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat terhadap
pembangunan kesehatan, "gerakan" Posyandu sudah membudaya di
masyarakat. Sebagai tempat dimulainya revolusi kesehatan masyarakat.
Saat ini diperkirakan terdapat 250.000 Posyandu.

Sudah tentu, keberhasilan ini bukan semata karena dokter. Namun tidak
dapat dibantah, dokter sebagai key person keberhasilan tersebut.

Dalam salah satu konsep pembangunan dinyatakan, bahwa
pembangunan bermakna perubahan. Perubahan yang dimaksud
tersebut mencakup segala aspek yang terkait, yaitu sosial, budaya,
ekonomi, ilmu pengetahuan dan politik.

Keterkaitannya dengan pembangunan kesehatan, sangat penting untuk
dikaji kini dan di masa depan. Karena ada asumsi, pembangunan
kesehatan saat ini lebih berorientasi kepada pendekatan segmentasi
yang terfragmentasi.

Jika kita amati beberapa kebijakan yang berjalan saat ini, misalnya
peraturan dokter sebagai pegawai tidak tetap, rumah sakit swadana,
penarikan obat yang tidak rasional, terkesan berjalan sendiri-sendiri.
Dimensi pembangunan dalam pengertian perubahan jangka panjang
belum terpikirkan. Misalnya sejauh mana dampak sosial kebijakan
tersebut terhadap masyarakat yang selama ini menjadi klien pelayanan
kesehatan. Bagaimana sikap dan perilaku selanjutnya menghadapi
permasalahan kesehatan yang semakin kompleks, dapatkah
dibudayakan strategi kesehatan mandiri?

Menurut Mantan Dirjen Unesco Rena Maheu, pembangunan adalah
ketika sains telah membudaya. Maknanya, pembangunan telah
mencapai taraf yang tertinggi apabila sains dalam segala bidang
(termasuk ilmu pengetahuan kesehatan) telah membudayakan sikap
kritis masyarakat.

Sikap kritis masyarakat seperti itu yang dibutuhkan. Yaitu memiliki
pengetahuan, sikap dan perilaku mandiri menentukan budaya hidup
sehatnya. Dan hal itu dapat dipenuhi jika dokter berperan tidak hanya



sebagai "pekerja birokrasi pemerintah”, tetapi berperan sebagai agen
pembangunan. Dokter harus lebih banyak terlibat dalam sistem sosial
dan reformasi masyarakat.

Menurut Erick Eckholm (1983), masalah kesehatan negara berkembang,
senantiasa terkait dengan lima faktor utama: (1) ketidakadilan sistem
sosial, (2) ketimpangan dalam penentuan skala prioritas investasi, (3)
penggunaan teknologi yang sembro-no, (4) kurang mengindahkan
lingkungan hidup, (5) pola hidup yang semaunya.

Kelima faktor di atas selayaknya menjadi perhatian dokter agen
pembangunan. Kebijakan pemerintah yang dibuat secara Karitatif,
hendaknya dilihat dalam lingkup yang lebih luas. Dalam rangka
mendidik masyarakat untuk lebih kritis dan mandiri terhadap perilaku
dan budaya sehatnya. Dokter Pembangunan harus mampu
memformulasikan kebijakan dan program pemerintah dalam kerangka
acuan dirinya tidak sekedar perpanjangan tangan pemerintah, tetapi
merupakan kekuatan integratif masyarakat.

Dokter Untuk Keswadayaan

Dokter dalam pengertian keswadayaan, bukanlah dokter yang
"kedesaan". Tetapi dokter yang memiliki komitmen pengabdian,
dedikasi, motivasi kerja tinggi dalam mewujudkan panggilan dan cita-cita
pengabdiannya. Dokter yang demikian, dalam kepemimpinannya di
masyarakat akan mampu menerapkan asas dan kebijaksanaan
organisasi (Puskesmas) secara demokratis dan partisipatif terhadap
kelompok sasarannya. Dan ini merupakan kunci dalam meningkatkan
kemampuan swadaya masyarakat. Dalam era pembangunan saat ini,
Dokter yang mengembangkan sikap keswadayaan masih sedikit.

Secara realitas, sebenarnya pengembangan partisipasi masyarakat
dalam program kesehatan cukup besar. Hal ini dibuktikan dengan
berkembangnya lembaga-lembaga partisipasi masyarakat semacam
PKMD, LKMD sebagai lembaga yang sangat potensial dalam proses
pembangunan kesehatan di masyarakat. Salah satu bukti adalah
tersebarnya Posyandu hingga ke pelosok daerah.

Namun, yang perlu dikaji adalah sejauh mana lembaga tersebut
mewakili seluruh masyarakat yang ada. Walaupun penelitian belum
dilakukan untuk itu. Karena Lembaga tersebut dibentuk secara birokratis
oleh pemerintah.

Menurut kacamata sosiologis, kepentingan masyarakat terbagi atas dua
kelompok besar. Pertama Kelompok Primer (Primary Groups), yaitu
kelompok masyarakat yang mempunyai aspirasi dan kegiatan bersama



sebagai suatu komunitas kecil (grass-root communities) seperti rukun
kampung, rukun warga, paguyuban desa dsb. Dan Kedua Kelompok
Sekunder (Intermediate groups), yaitu kelompok masyarakat atau
organisasi dari masyarakat yang para anggotanya mempunyai
kepentingan bersama untuk melakukan usaha atau kegiatan bersama
dalam lingkup dan skala yang relatif lebih luas untuk suatu tujuan
kemasyarakatan. Kelompok kedua ini merupakan kelompok yang lebih
kritis di bandingkan kelompok pertama. Lembaga Masyarakat yang ada
di pedesaan selayaknya mampu mengakomodasi kedua kelompok di
atas.

Konteks masalah yang dapat diajukan adalah, banyak program
kesehatan potensial dimasyarakat tidak optimal. Penyebabnya adalah
keterbatasan Puskesmas dalam memantau program yang dijalankan.
Sebagai contoh, dari pengalaman penulis menjalani kepaniteraan di
Puskesmas adalah tingginya drop out kader-kader kesehatan. Terutama
Kader Posyandu. Dari penga-matan sepintas banyak faktor yang
menyebabkan hal tersebut. Selain karena faktor ekonomi, sosial serta
waktu kader yang terbatas. Satu hal yang terlupakan adalah
ketidakmampuan Puskesmas dalam memantau dan menyusun
metodologi pelatihan yang kontinu untuk kader tersebut. Padahal
penting dalam menumbuhkan keswadayaan kesehatan. Di lain pihak
dokternya lebih disibukkan dengan program-program untuk meningkat-
kan stratifikasi Puskesmas.

Peran LSM

Menyimak perkembangan kesehatan yang makin kompleks tersebut,
peran LSM sudah selayaknya diiirik dokter di pedesaan dan pihak
penentu kebijakan kesehatan. Peran yang dapat dikembangkan adalah:
Pertama fungsi komplementer, yaitu melakukan kegiatan pembangunan
kesehatan di masyarakat yang belum digarap oleh pemerintah. Kedua
fungsi subsider atau peranan tambahan untuk memberi dukungan,
menunjang atau menjadi pelaksana dari program-program kesehatan di
pedesaan. Ketiga Menjadi perantara dalam pemberian bantuan atau
penyediaan fasilitas program-program kesehatan yang belum
menembus lapisan bawah.

Terhadap program kesehatan masyarakat kini dan masa depan, ketiga
fungsi tersebut akan berarti bagi masyarakat. Misalnya, dengan
menyimak kasus yang dikemukakan di atas, maka LSM dapat
mengembangkan fungsi komplementer dalam pendidikan dan pelatihan
kader-kader kesehatan di pedesaan secara kontinyu. Baik dalam
penyusunan metodologi ilmu, sistematika pendidikan, aplikasi



kemasyarakatan, dan pengetahuan kesehatan masyarakat yang
dibutuhkan. Diharapkan akan terbentuk kader yang mampu
mengembangkan kesehatan mandiri (self care) dan mengorganisir
lingkungannya untuk senantiasa hidup sehat.

Bentuk Organisasi yang dikembangkan adalah dalam bentuk Pusdiklat
Kesehatan Desa. Organisasi ini dikelola secara profesional dan dana
yang cukup. Lembaga ini sebaiknya dikem-bangkan di setiap daerah
dengan program-program yang disesuaikan dengan kondisi dan
kebutuhan masyarakat. Misalnya untuk daerah yang terpencil, karena
jauh dari dokter dan perawatan di puskesmas, LSM berperan mendidik
penduduk setempat melalui metoda singkat untuk mengembangkan
kesehatan mandiri dengan membentuk "Sanggar kesehatan Desa".
Tujuannya, diharapkan dapat memahami kapan suatu problem
kesehatan dapat ditangani sendiri atau dirujuk. Di samping program
program promotif dan preventif kesehatan lainnya.

Prinsip kerja LSM ini haruslah membuka jalan (enabling) dan menunjang
(supporting) program kerja dokter di pedesaan. Bukan tale mungkin
LSM menjadi lapangan kerja baru bagi dokter setelah menjalani masa
bakti. Asalkan senantiasa mengembangkan inovasi dan ide-ide yang
berdayaguna tinggi bagi program kesehatan di masyarakat.

*) Direktur Pelaksana Lembaga Studi Kesehatan Bandung (LSKB)



